BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA

NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI

Menimbang

Mengingat

DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat
(4) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian,
Penetapan Rincian dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun
Anggaran 2026;

1.

Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat Il Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959
tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3
Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir



~I

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6914);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor
1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
7153);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha
Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6623);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan
Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6631) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39
Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah  Nomor 19 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan
Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 102, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6885);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021

tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 1391);

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah  Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah



Menetapkan

10.

11

Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6)
sebgaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten
Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara
(Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024
Nomor 6 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito
Utara Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 7 Tahun
2025 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten
Barito Utara Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 7);

Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 34 Tahun 2019
tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal
Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten
Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara
Tahun 2019 Nomor 36);

12.Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 21 Tahun 2023

tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara Tahun
2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun
2023 Nomor 21);

13.Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 32 Tahun 2025

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Barito
Utara Tahun 2025 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN,
PENETAPAN RINCIAN, DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA
DESA TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Batasan Dan Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati in1 yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Barito Utara.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Barito Utara.



10.

1l.

12.

13.

14,

15.

16.

Bupati adalah Bupati Barito Utara.

Desa adalah Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui
dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya
disingkat DSPMD adalah Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Barito Utara.

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya
disebut Kepala DSPMD adalah Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Barito Utara

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang selanjutnya disingkat BPKA
adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Barito Utara.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang selanjutnya disebut
Kepala BPKA adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Kabupaten Barito Utara.

Camat atau sebutan lain adalah pemimpin kecamatan yang berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang,
tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan
melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam
penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretanat
Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan
kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur
kewilayahan.

Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan
yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Jumlah Desa adalah jumlah Desa yvang ditetapkan oleh Menteri Dalam
Negeri.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Surat Perintah Pencairan Dana selanjutnya disingkat SP2D adalah Surat
Perintah Pencairan Dana sarana dalam rangka proses menghubungkan
antara pengajuan SPP/SPM (Surat Permintaan Pembayaran/ Surat
Perintah Membayar) dari BPKA ke Bank.



17,

18.

19,

20.

21.

22.

23.

Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah
rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh
Bupati/Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan
membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat
menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh
penerimaan Desa dan untuk seluruh pengeluaran Desa pada bank yang
ditetapkan.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan selanjutnya disebut BPJS
Kesehatan adalah merupakan badan hukum publik yang ditugaskan
pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan nasional.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selanjutnya disebut
BPJS Ketenagakerjaan adalah merupakan lembaga negara yang
memberikan perlindungan kepada pekerja.

Jaminan Kecelakaan Kerja selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat
berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada
saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan
oleh lingkungan kerja.

Jaminan Hari Tua selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai

yang dibayarkan sekaligus pada saat Peserta memasuki usia pensiun,
meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.

Jaminan Kematian selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai
yvang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan
akibat kecelakaan kerja.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

a. pengalokasian;
b. pembagian;
c. penyaluran dan pencairan ADD; dan

d. penggunaan ADD.
setiap Desa di Kabupaten Tahun Anggaran 2026.

(1)

BAB II
PENGALOKASIAN

Pasal 3
ADD dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana
perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, ADD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dialokasikan sebesar Rp 277.516.400.000,00 (dua ratus tujuh



puluh tujuh miliar lima ratus enam belas juta empat ratus ribu rupiah
rupiah).

(3) Penetapan ADD setiap Desa di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) tercantum dalam Lampiran | yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PEMBAGIAN

Pasal 4

ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dibagi untuk setiap Desa di
Kabupaten dengan mempertimbangkan:

a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan
dan penerimaan lainnya yang sah untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa,
tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Operasional
Pemerintahan Desa; dan

b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan
tingkat kesulitan geografis Desa.

Pasal 5

(1) ADD dialokasikan berdasarkan ketentuan :

a.

kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa,
tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah untuk Kepala Desa dan
Perangkat Desa, tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan
Operasional Pemerintahan Desa dibayarkan sesuai klasifikasi Desa
paling banyak sebesar Rp777.660.000 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh
juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);

ADD minimum ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari
jumlah ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) yang dibagi
untuk semua Desa dikurang Pagu sebagaimana dimaksud pada huruf
aj;

ADD proporsional ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari

jumlah ADD yang dibagi ke semua Desa berdasarkan nilai bobot Desa;
dan

ADD Kinerja ditetapkan sebesar 0,63% (nol koma tujuh sembilan
persen) dari total alokasi ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (2) yang diberikan kepada Desa yang berklasifikasi Desa mandiri
berdasarkan klasifikasi indeks Desa membangun tahun 2026.

(2) Ketentuan mengenai rincian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam Lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

(1) Dalam hal ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a
terdapat kelebihan sisa perhitungan, maka dianggarkan sebagai penerimaan
untuk kegiatan Operasional Pemerintah Desa.



(2) Dalam hal Pagu penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa,
tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah untuk Kepala Desa dan
Perangkat Desa, tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan
Operasional Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1) huruf a melebihi pagu rata-rata maka selisih lebih dianggarkan ke dalam
ADD minimum dan ADD proporsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal
5 ayat (1) huruf b dan huruf c.

Pasal 7

Penghitungan ADD proporsional setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

W = /(0,25 x Z1) + (0,35 x Z2) + (0,10 x Z3) + (0,30 x Z4)] x (ADDkab
— ADkab)

Keterangan :

W = ADD setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk,
angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis
Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk
Desa Kabupaten

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total
penduduk miskin Desa Kabupaten

7Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total penduduk
miskin Desa Kabupaten

Z4 = rasio Indeks Kesulitan Geografis Kabupaten terhadap total
Indeks Kesulitan Geografis Kabupaten yang memiliki Desa

ADD kab = pagu ADD Kabupaten

AD kab = besaran Alokasi Dasar untuk setiap Desa dikalikan

jumlah Desa dalam Kabupaten

Pasal 8

Angka bobot untuk variabel ADD terdiri dari :

a. jumlah penduduk sebesar 25% (dua puluh lima persen);

b. angka kemiskinan sebesar 35% (tiga puluh lima persenj;

¢. luas wilayah sebesar 10% (sepuluh persen); dan

d. indeks kesulitan geografis sebesar 30% (tiga puluh persen).

BAB IV

PENYALURAN DAN PENCAIRAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 9

(1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD

setelah Peraturan Desa tentang APBDesa telah dilakukan Evaluasi oleh tim
verifikasi kecamatan dan telah ditetapkan oleh Kepala Desa.

(2) Penyaluran ADD dilakukan secara bertahap yaitu :



(3)

(4)

(5)

a.

untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan
dan penerimaan lainnya yang sah untuk Kepala Desa dan Perangkat
Desa, tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan
Operasional Pemerintahan Desa penyaluran ADD dari RKUD ke RKD
dilakukan sekaligus selama 12 (dua belas) bulan sesuai tahun anggaran
berjalan, sedangkan Pemindahbukuan dari RKD ke Rekening Penerima
dilakukan setiap bulan paling cepat tanggal 16 (enam belas) bulan
berjalan, kecuali bulan desember.

tahap | sebesar 60% (enam puluh persen) di luar penghasilan tetap
Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan dan penerimaan lainnya
yang sah untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan Anggota
Badan Permusyawaratan Desa dan Operasional Pemerintahan Desa
disalurkan paling lambat bulan Juni; dan

tahap Il sebesar 40% (empat puluh persen) di luar penghasilan tetap
Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan dan penerimaan lainnya
yvang sah untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan Anggota
Badan Permusyawaratan Desa dan Operasional Pemerintahan Desa
disalurkan paling lambat bulan Desember.

Penyaluran ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat
Desa, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah untuk Kepala Desa dan
Perangkat Desa, tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan
Operasional Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf
a dilakukan dengan ketentuan Kepala Desa terlebih dahulu menyampaikan
data Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dan
Operasional Desa serta daftar rekening penerima yang di sampaikan paling
cepat bulan januari.

Penyaluran ADD Tahap | dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:

laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa tahun sebelumnya;

laporan pertanggungjawaban ADD Tahun Anggaran sebelumnya yang
di sampaikan kepada Bupati melalui Camat;

laporan pertanggungjawaban Sisa Lebih Anggaran Pada Tahun
Sebelumnya yang telah di anggarkan pada Tahun Anggaran 2026 di
sampaikan kepada Bupati melalui Camat; dan

dokumentasi kegiatan ADD tahun anggaran sebelumnya di sampaikan
kepada Bupati melalui Camat.

Penyaluran ADD Tahap Il dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:

a.

laporan pertanggungjawaban ADD Desa tahap | di sampaikan kepada
Bupati melalui Camat;

laporan realisasi tahap | tahun berjalan;

dokumentasi kegiatan tahap I 60% (enam puluh persen) dari seluruh
penyerapan capaian keluaran yang sudah di pertanggungjawabkan dalam
kegiatan yang tertuang pada APB Desa; dan

bukti pembayaran BPJS Ketenagakerjaan Pemerintah Desa dan Badan
Permusyawaratan Desa per 6 (enam) bulan.



(6)

(7)

(8)

(2)

(3)

(4)

Laporan pertanggungjawaban ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dan ayat (5) diharuskan untuk diverifikasi oleh tim verifikasi kecamatan.

Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada Kepala
BPKA yang disampaikan melalui Camat dan Kepala DSPMD cq. Bidang
Pembinaan, Pemerintahan Lembaga Desa dan Permusyawaratan Desa.

Berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Kepala
DSPMD membuat surat pengantar kepada Kepala BPKA untuk
menyalurkan ADD dari Kas Daerah ke Rekening Kas Desa.

Pasal 10
RKD yang dipergunakan untuk ADD adalah rekening yang telah dibuka
atas nama Desa dan pemegang rekening atas nama Kepala Desa dan
bendaharawan Desa yang menjabat.

Ketentuan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
dikecualikan bagi ADD yang digunakan untuk membiayai penghasilan
tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, Unsur Staf Desa dan serta iuran BPJS
Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Penyaluran ADD untuk membiayai penghasilan tetap Kepala Desa dan
Perangkat Desa, serta iuran BPJS Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direalisasikan setiap bulan pada
tahun berkenaan setelah ADD dipindah bukukan dari RKUD ke RKD.
Pemotongan iuran BPJS Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap
bulan sebesar tagihan yang telah ditetapkan dilakukan oleh BPKA.

Pasal 11

Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dan ¢
dilakukan melalui dengan ketentuan:

a.

(1)

(2)

Kepala Desa melampirkan fotocopy SP2D ADD sesuai tahapan pencairan
ADD; dan

Kepala Desa melampirakan Surat Pengantar dari Camat dan Kepala
DSPMD sesuai dengan tahapan pencairan ADD.

BAB V
PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 12
ADD diprioritaskan untuk membiayail penyelenggaraan dan pelaksanaan

program kegiatan di bidang:

a. penyelenggaraan pemerintahan Desa,;

b. pelaksanaan pembangunan Desa;

c. pembinaan kemasyarakatan Desa;

d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan

e. penanggulangan bencana, darurat dan mendesak Desa.

Ketentuan mengenai kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi percepatan penanggulangan bencana skala Desa, implementasi



non-tunai Desa, pembelian bank tanah Desa dan program pelayanan dasar
untuk sanitasi Desa antara lain :

a. pengadaan sarana dan prasarana kebencanaan meliputi :

1%

2.

3.

alat evakuasi, perlengkapan tanggap darurat, jalur evakuasi Desa,
bantuan sosial dapat berupa bantuan pakaian, obat-obattan,
selimut, perlengkapan bayi;

pelatihan dan simulasi kesiapsiagaan bencana untuk meningkatkan
kapasitas masyarakat Desa; dan

penguatan kelembagaan Desa dalam mitigasi bencana dan respons
cepat bencana.

b. percepatan implementasi digitalisasi Desa meliputi:

1.

3:

penerapan sistem pembayaran non-tunai dalam pengelolaan
keuangan Desa, termasuk integrasi teknologi digital:

peningkatan kapasitas aparatur Desa melalui pelatihan teknologi
keuangan non-tunai; dan

penyediaan perangkat dan infrastruktur pendukung sistem untuk
mempercepat transformasi digital Desa.

¢. program pelayanan dasar untuk sanitasi Desa meliputi:

1.

pembangunan dan rehabilitasi toilet sehat untuk meningkatkan
akses sanitasi;

penyediaan sarana air bersih berbasis kebutuhan masyarakat Desa;
dan

pengelolaan limbah rumah tangga untuk menciptakan lingkungan
Desa yang bersih dan sehat, termasuk pembangunan sistem
pengelolaan limbah terpadu.

d. program pembelian tanah meliputi:

1.

8.

Pemerintah Desa dapat melakukan pembelian tanah untuk
kepentingan umum Desa;

. luas tanah yang dapat dibeli dibatasi maksimal 5.000 (lima ribu)

meter persegi dalam satu tahun anggaran;
pembelian tanah wajib melalui musyawarah Desa dan ditetapkan
dalam APB Desa;

. tanah yang dibeli menjadi aset Desa dan digunakan untuk

kepentingan masyarakat;
desa membentuk panitia pengadaan tanah dalam forum

Musyawarah Desa dan dituangankan dalam surat keputusan
kepala Desa;

. Jumlah panitia pengadaan tanah yang berjumlah gasal dan

sekurang-kurangnya terdiri dari 7 (tujuh) orang, yaitu unsur
Perangkat Desa, unsur lembaga kemasyarakatan desa, dan tokoh
masyarakat;

. Dasar nilai tanah paling rendah sesuai dengan nilai jual objek pajak,

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, atau sesuai
harga pasar dengan memperhitungkan objek jenis atau faktor
penentu lainnya; dan

Keputusan lokasi tanah yang dibeli diputuskan dalam forum
Musyawarah Desa pada lokasi yang strategis.

e. BPJS Ketenagakerjaan bagi Pemerintah Desa dan Badan
Permusyawaratan Desa untuk program JKK, JHT dan JKM Pemerintah



(3)

(2)

Desa dan Badan Permusyawaratan Desa melakukan penganggaran di
Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Kegiatan bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran Il yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Pasal 13
Pengelolaan ADD dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran
terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.
Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan ADD.

Pasal 14

Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan:

a.

(1)

paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa
untuk mendanai :

1. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, sekretaris Desa, dan
perangkat Desa lainnya; dan

2. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.

paling rendah 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja
untuk mendanai :

1. penyelenggaraan Pemerintah Desa;

2. pelaksanaan pembangunan Desa;

3. pembinaan kemasyarakatan Desa;

4. pemberdayaan masyarakat Desa; dan

5. penanggulangan bencana, darurat dan mendesak Desa.

Pasal 15
Operasional Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 huruf a angka 2 dipergunakan untuk belanja :

alat tulis kantor;
b. cetak/penggandaan/penjilidan;
c. perjalanan dinas;
d. baju dinas dan atributnya;

e. makan dan minum rapat, tamu, kegiatan dan gotong royong;

f. biaya musyawarah Desa;
g. peralatan kebersihan kantor;
h. pembayaran listrik, air dan jaringan internet/telepon kantor;

b

bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;

j. benda pos;



(2)

(1)
(2)

(3)

(4)

k. jaminan BPJS Kesehatan bagi Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
dan

. Biaya pelantikan bagi Anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Operasional Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditentukan oleh jumlah keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa
dengan jumlah minimum sebagai berikut :

a. jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa 1 (satu) sampai dengan
S5 (lima) orang, paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

b. jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa 1 (satu) sampai dengan
7 (tujuh) orang, paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta
rupiah); atau

c. jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa 1 (satu) sampai dengan
9 (sembilan) orang, paling sedikit Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta
rupiah).

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16
Pembinaan pengelolaan ADD dilakukan oleh DSPMD dan Camat.

Pembinaan pengelolaan ADD oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan pada tingkat Kecamatan dan dibantu Tim Evaluasi yang
ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pengawasan pengelolaan ADD dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal
Pemerintah.

Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
dan ayat (3) menjadi dasar perbaikan pengelolaan ADD.

Pasal 17

Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) bertugas:

a.

(1)

(2)

melaksanakan evaluasi rancangan APBDesa dan Penjabaran APBDesa
serta menetapkan hasil evaluasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak
rancangan APBDesa dan penjabaran APBDesa diterima:

mengevaluasi administrasi pengajuan pencairan ADD;

melaksanakan monitoring atas pelaksanaan kegiatan; dan

menyampaikan laporan hasil evaluasi dan monitoring pelaksanaan dan
penggunaan ADD kepada Bupati melalui DSPMD.

BAB VII
PELAPORAN ALOKASI DANA DESA DAN PENGAWASAN

Pasal 18
Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian
keluaran ADD setiap tahap penyaluran kepada Bupati melalui Camat.
Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:



a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD tahun
anggaran sebelumnya; dan

b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD tahap I
(pertama) dan tahap II (kedua).

(3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD tahun anggaran
sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan
paling lambat bulan Maret tahun anggaran berjalan dan laporan realisasi
penyerapan dan capaian keluaran ADD tahap I (pertama) disampaikan
paling lambat pada bulan Juli tahun anggaran berjalan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 13 Maret 2026 .

BUPATI BARITO UTARA

TTD

SHALAHUDDIN

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 13 Maret 2026

/x_,u“”vq'l .;.\ suai Dengan Asli
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BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2026 NOMOR 3



LAMPIRAN |

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA

NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN PENETAPAN RINCIAN DAN PENGGUNAAN ALOKAS]
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

PENETAPAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA
DI KABUPATEN BARITO UTARA
TAHUN ANGGARAN 2026

i asifikas] Sumbsh Sap. | st Jumiah Penduduk Miskin Luas Wilayah K6
Desa | Desil Jumiah Penduduk
Kecamatan Nama Desa ADD Alokasi Dasar oM . Tunjangan dan "-_gl. Sl PRSI Tumish T . b s ey Rasio Indeks Total Bobot aadl Alokasi ADD
Operasional Sobot | Pendudek Bobot | Wileyeh Bobat Kesultan Kemsiitan Bobot
- _Ee ¢ _Seogrefls | Jeogral
(17} 2] ny ] ™ ] o i ] [H.] 117 f3d! (23} 114) (1% 118) 1% 134] 119 120) _fry)-qa3) ¢ (34 - (37) - (300 [£2]] (b (g + (71« By (20
1 Montallat Sikan 1.170.194.968 | MANGIRI B 606156 000 50.000.000 2045 0,0228 0.0057 iz 0,0088 0,0031 70 0,009+ 0,0009 31 0,0084 0,0025 0,0123 1,352 BO6.996 2979 151.000
2 Montallat Rubet ] 1.220.594.968 | BERKEMBANG 3 | 555756000 | | 166 | 00019 | 0.0005 i | 00088 0,0031 156 0,0210 0,0021 1 0,0086 0.0026 0.,0082 906.584 987 2.483.334.000
3 Montallat Pepas 1220.594.968 |MAJU 5 555.756.000 1433 0,0160 | 00040 51 0,0141 0,0049 154 0.0208 0,0021 26 0,0072 0,0022 0,0132 1.450 858 992 2.827 200.000
4 Montallat Ruji 1220.594.968 |MAJU 5 555,756 000 585% 0,0065 M 0,0016 27 0,0074 0.0026 Bl 0,0110 0,0011 24 0,0067 0,0020 0,0073 809.333.962 1.585.684.000
5 i Paring Lahung 1.220594.968 |MANDIRI S5 555,756,000 50.000.000 1022 D0114 | 00029 a6 00127 0,0044 55 0,0073 0,0007 27 0,007% 0,0022 0,0103 1.132.532.293 2958 883.000
[} Montallat Kamawen 1.220.594.968 |MAJU 5 555.756 000 904 0.0101 0.0025 36 0,0099 0,0035 156 0,0210 0,0021 29 0,0080 0,0024 0,0105 1.157.074.229 2.643.424.000
7 Gunung Timang | Malunga 1 220,594 968 |MANDIRI 3 555.756 000 50 000.000 587 0,0066 0,0016 a4 0,0121 0,0042 &7 0,0090 0,0009 EL) 0,0093 0,0028 0,009 1.056.102 196 2947 450.000 |
L.} Gunung Timang  |Rarawa 1.220.594.968 |MAJU 3 555.756.000 35% 0,0081 0.0010 26 0,0072 0.0025 84 0,0113 0.0011 3 0,0089 0,0027 0,0073 BO8 716.549 1 585 061 000
9 Gunung Timang _|Ketapang 1.220.594.968 | MANDIRI 5 555.756.000 50.000.000 502 0,0056 0,0014 28 0,0077 0,0027 18 0,0025 0,0002 31 0,0091 0,0027 10,0071 779 275.267 2.605 625.000
10 |Gunung Timang | Walu 1220594 968 |MAIL 5 555 756 000 129 0,0081 0,002¢ 32 0,0088 0,0021 78 0,0105 0.0011 33 0,0091 0,0027 0,0089 982072 478 2.758 421.000
11 |Gunung Timang |Balit/ 1.220.594.968 |MAJU 5 555.756.000 348 0,0039 0.0010 26 0,0072 0,0025 16 0,0021 0,0002 kL] 0,0103 0,0031 0,0068 748 685.480 3.265.661 000
12 |Gunung Timang [Majangkan 1.220.594.968 MAU 5 555.756.000 641 0,0072 0.0018 2 0,0061 0,0021 30 0,0040 0,0004 39 0,0105 0.0032 0,0075 B24.452 582 2.650.80.000
13 |Gunung Timang | Xandul 1100.642.968 |MANDIRI 9 651.908.000 50.000.000 3480 0,0388 0,0097 60 0.0165 0,0058 57 0,0077 0,0008 17 0,0045 0,0014 0,01786 1.943.289 345 3 585.840.000
14 |Gunung Timang |Payang Ara 1 1.220.594.968 |MANOIRI 4 555.756.000 50.000.000 516 0,0058 0,0014 49 0,0135% 0,0047 18 0,0025 0,0002 £ 0,0082 0,0025 0.0089 979.638 407 2.805.989.000
15 |Gunung Timang |Jaman 1,220 594.968 |MANDRI 1 555.756.000 50.000.000 331 0,0037 0,0009 38 0,0105 0.0037 113 0,0152 0,0015 43 0,0116 0,0035 0,0096 1.057.979.801 3.474.5955.000
16 |Gunung Timang |Pelar 1220 594.968 |MAIL 4 $55.756.000 356 0,0044 0,0011 29 0,0080 0.0028 37 0,0050 0,0005 LE] 0,0116 0,0035 0,0079 870.143.607 2.746.45 000
17 |Gunung Timang |Sangkorang 1.220.594 968 | MANDIRI 5 555 756.000 50.000.000 437 0,0049 0.0012 43 0.0119 0.0041 21 £,0028 0,0003 37 0,0102 0,0030 0,0087 959.161 706 3.276.137.000
18 |G g Timang | Siwau 1220 594.968 /MAJU 2 555.756.000 116 0,0013 0,0003 22 0.0061 0,0021 139 C,0187 0,0019 55 0,014% 0,0045 0,0088 968,906,249 2 745.2%1 000
19 1g Timang |Tonghs 1100 642968 |MANDIRI 5 ©651.908.000 50.000.00C 1019 0,0114 0,0028 54 00149 0,0052 151 0,0203 0.0020 38 0,0104 0,0031 0,0132 1.455.612 754 2.923.961.000
20 |G g Timang | Batu Raya | 1.063 490.968 | MANDIRI 8 777.660.000 50.000.000 1973 0,0220 0,0055 67 0,0185 0,0065 37 0,0050 0,0005 26 0,0070 0,0021 0.0146 1608811437 3621.837.000 |
21 |G g Timang  |Batu Raya |l 1220594 968 |MAIU & 555.756.000 1251 0,0140 0,0035 48 0.0132 0.0046 37 0,000 0.0005 40 0.0110 0,0033 0.0119 1.314.492.977 3.190.843 000
22  |Gunung Timang |Tapen Raya 1220594.968 |MANDIRI 4 555.756.000 50.000.000 339 0,0038 0,0009 8 0.0077 0,0027 36 0,0048 0.000% 36 0,0098 0,0029 0,0071 780.201.677 2 §mm-t.mmj
23 |Gunung Purei Tanjung Harapan 1.220.554.968 |BERKEMBANG 1 555.756.000 90 0,0010 0,0003 18 0.0050 0,0017 i 0,0004 0.0000 78 0,0212 0,0064 0,0084 924.773 335 3 101.124.000
24 |Gunung Pure: UnonBesil 1220554 968 | MAIU 3 555.756.000 201 0.0022 0,0006 27 0.0074 0,0026 4 0,0006 0.0001 a8 0.0130 0.0039 0.0071 786,518 630 2 762.869.000
25 |Gunung Purel Linon Besi Il 1220.594 968 |BERKEMBANG 2 555.756.000 106 0.0012 0,0003 18 0,0050 0,0017 2 0,0003 0,0000 48 0,0132 0,0040 0,0060 664.072 436 2.140.423.000
26 |Gunung Purel Muara Mea 1.220594.968 |MAIU 4 55%5.756.000 302 0,0034 0,0008 27 0,0074 0,0026 47 0,0063 0.0006 40 0.0110 0,0033 00074 812.792 641 2 589.143.000
17 |Gunung Purel Lawarang 1170154 968 |BERKEMBANG 3 606.156.000 87 0,0010 0,0002 12 0.0033 0,0012 20 0,0027 0,0003 50 0.,0136 0,0041 0,0057 6331822 B&Z 2210 173.000
18 |Gunung Purei Lampeong | 1.220.594 968 |MAIU i 555.756.000 265 0,0030 0,0007 28 0,0077 0,0027 2 0,0002 0,0000 58 0,0159 0,0048 0,0082 908877 554 2 385 220.000
|29 [Gunung Purel 1 g i 1,220.594.968 | MANDIRI 5 555.756.000 5C.000.00C 748 0,0083 0,0021 7 0,0102 0,0036 21 0,0028 0,0003 36 0,0099 0,0030 00089 982.770 550 2 509.121.000
30 |Gunung Pure: Payang 1.220 594 968 |MAIU 3 555.756.000 294 0,0033 0,0008 24 0.0056 0,0023 17 0,0024 0,0002 a7 0,0101 0,0030 0,0064 705.105 136 2 481 456.000
11 |Gunung Purel Berong 1.220.534.968 |BERKEMBANG a ~555.756.000 — 240 0,0027 0,0007 25 0.0069 0,0024 5 0,0007 0,0001 A6 0,0124 0,0037 0,0069 758.598 641 2.334.945.000
32  |Gunung Purel Baok 1.220.594.968 | BERKEMBANG 5 555.756.000 314 0,0035 0.0009 24 0,0066 0,0023 21 0,0025 0,0003 55 0,0150 0,0045 0.0080 BB1611.628 2.257962.000
33 Gunung Purel Ti b, 1.220.594.968 |MAIU K 555, 756.000 273 0,0030 0,0008 15 0,0052 0,0018 21 10,0028 10,0003 a1 §- 00113 0,0034 0,0063 690.580.125 2.266.931.000
14 |Teweh Timur Sampirang | 1.220.594.968 |MAIU 5 $55.756.000 302 0,0034 0.0008 21 0,0058 0.0020 L] 0,0105 0,0010 48 0,0131 0.0039 0,0079 B67 383 B1R 3.234 359.000
35  |Teweh Timur Sampirang Il 1.220.594.968 |BERKEMBANG 6 §55.756.000 402 0,0045 0,0011 41 00113 0.0040 109 0,0146 10,0015 51 0,0138 0,0041 0,0107 1.177.888.109 2.954.233.000
36 |Teweh Timur Liju 1.220.594.568 |BERKEMBANG 4 555.756.000 204 0.0023 0,0006 29 0,0080 0,0028 101 0.0136 0,0014 &0 0.0163 0,0049 0,009 1.060.609.726 3.236 960 000
37 |Tewen Timur Berangin 11l 1.220.594.968 | BERKEMBANG ! §55.756.000 192 0,0021 0,0005 38 0.0105 0,0037 B4 0,0114 0,0011 53 0,0144 0,0043 0,0097 1.065.533.786 3.241 884 000
38 |Teweh Timur Benangin || 1.220.594.968 | MANDIRI 5 555.756.000 50.000.000 818 0,0091 0.0023 36 0,0099 00035 | 120 | 00161 | 00016 | 40 0,0108 0,0032 0,0106 1.171.251 628 2.697.601 000
39  |Teweh Timur Benangin V 1.220.594.968 |MAL 4 555.756.000 839 0,0094 0,0023 &0 0,0165 0.0058 140 0.0188 0,0019 47 0.0128 0,0038 0,0139 1.527.974.865 3024374000
40 |Tewen Timur Berangin | 1.170.194.968 | MANDIRI 6 606.156.000 50.000.000 1364 0,0152 0.,0038 49 0.0135 0,0047 135 0,0181 0,0018 25 0,0067 0,0020 00124 1.364.107.555 3 390 458.000
41 |Teweh Timur Muara Wakat 1.220.594.968 | BERKEMBANG 5 555.756.000 440 0.0049 0.0012 33 0,0091 0.0032 18 0,0024 0.0002 49 0.0133 0.0040 0,0086 952 473,745 2 728824 000
42  |Tewen Timur Mampuak | 1.220.594.968 | MANDIRI 7 555.756.000 50.000.000 683 0,0076 0,0019 7% 0.0210 0,0073 5 0,0006 0,0001 36 0.0038 0,002 00122 1.350.282.829 3 676.631.000
43 |Teweh Timur Jamut 1.220 594.968 |MAIU ] $55.756.000 417 0.0047 0.0012 48 0.0132 0,0046 16 0,0022 0,0002 50 0.0138 0,0041 0.0101 1118.854.598 2.895.205.000
44 |Teweh Timur Sei Liju 1.220.594. 968 |MAJU 7 555 756.000 $10 0,0057 0.0014 47 0,0130 0.0045 8 0,0011 0,0001 48 0,0111 0,0039 0.0100 1104.431.103 3.1B0. 781 000
45  |Teweh Timur Mampuak I 1.220.594.968 |MAJU 7 555 756.000 525 0,0059 0,0015 29 0,0080 0,008 10 0,0013 0,0001 49 0,0134 0,0040 0,0084 927.211.780 3.344.187 000
46 |Teweh Tengah [Lemo| 1.063.490.968 | MANDIRI & 777 .660.000 50.000.000 1785 0,0199 0,0050 67 0,0185 0,0065 20 0,0027 0,0003 2 0,0086 0,0026 0,0143 1.577.368.320 3.268 519.000
Teweh Tengah  {Lemo I 1.100.642.968 | MANDIRI 10 691 908.000 50.000.000 627 0,0405 0.0101 60 0,0165 0,0058 27 0,0036 0,0004 i 0,0084 0,0025 0,0188 2.074.064.318 3.866.61% 000
Teweh Tengah  |Pendreh 1.133.042 968 [MANDIRI 8 691 908.000 50.000.000 2617 0,0292 0,0073 73 0,0201 0.0070 19 0,002% 0.0003 35 0,0096 0,0029 0.0175 1927 693 ba6 3252 644 000
Teweh Tengah  |Rimba Sari 1.220.594.968 | MANDIRI & 55%.756.000 50.000.000 1293 0,0144 0,0036 a7 0,0130 0,0045 11 0,0015 0,0001 7 0.0101 0,0030 0.0113 1.247 789.337 2.574.140.000
Teweh Tengah | Sel Rahayu | 1.220.594.968  MANDIRI 7 555 756.000 50.000 000 959 0,0107 0.0027 37 0,0102 0,0036 12 0.,0016 0,0002 8 0,0103 0,0031 00085 1.048.269.978 2.674.620.000
Teweh Tengah  |Se Rahayu 1| o 1220.594.968 |MANDIRI 4 55%.756.000 50.000.000 1076 0020 | 00030 | 44 0021 0,0042 8 ©.0010 0,0001 4 0,0066 0,0020 0,0093 1029479972 | 3.246.45% D00
Teweh Tengah  |Beringin Raya 1.220.594.968 |MAJU ) 555.756.000 138 0,0038 0,0009 A3 0.0119 0,0041 10 | 00014 0,0001 41 0,0111 PBmM..v 0,0086 943 571.412 3119521000
Teweh Tengah | Datal Nirui 1.220.594.968 |BERKEMBANG | 5 5557560001 0000 | 327 | 0po3 | 00009 3 0,0094 0,0033 10 0,0014 0,0001 40 00110 0,0033 0,0076 B42 H25.469 2.819.176.000
lanet  fpo | 1220 594.968 [MAU 6 ,_l 555756000 | 1042 | 00116 | 00029 | 7% | o000 | 00073 | 164 ©.0220 0,0022 24 0.0066 0,0020 00144 1.589.926.878 2.966.277.000 |




3 S Alokas| Formula
No. | Kecamatan Nama Desa ADD Alokasi Dasar -.R:”u!! wo!.__ ?...-.l...d" .””..aii Joieh __..I......!.!. Aen Ty Oiioyen T o Alokasi ADD
Operasional Mandirl Jumniah Rago Jumish Bobot " Rasio MM Seset Lusars Ravio Luat Sebat " " Bobot
Perdudub Pendudub Nkl [Tk Miskin Wilaysh | wWilaysh
m | wm ] m W f _m ] m | wm T B T o | pw gy | v | pe | pm ] e ] 0w | o f3uptaye (7o MR E1Y) |
55 |iahei  IMukat | 1220594368 [MAL 6 555756 000 | 19 | 00147 | 00037 6 | oo176 | opos2 | 187 | ooas2 | opoes | 44 | opin | ooode 1765954179 3242305000 |
56 |Lahe MuaaraBakah | 1220504068 [BERKEMBANG | 1 |  Sss7s6000| | ae1 w_ 00051 | 00013 | S | 00154 | oposs | 168 | oome | apozs | 38 00103 | 0,0031 1327783706 | 3294759 000 |
57 ke lwjuBa | 1220504968 [acakemsan | 2 | sss7secc0| 00 | Ao I_ﬁ 00100 | 00025 60 ool6s | 0ooss | 19 | oo | oooes | 37 | oowo2 | ooom| oo |_1sumsyzo] 3499820000
58 flehel =~ IMuastnu 0 ] 11701968 IMAM | S 606.156.000 - |.H||:f 00190 | ooo48 | 34 [ 00004 0,0033 19 | 00025 | 00003 a7 0,0128 0,0038 0,0121 1338 693 441 2. B15.044.000
%9 [anes  Jeenganon | 1220504968 BERKEMBANG | 1 | e675000| | 374 | o004z | ooow | 48 ‘i\u.m_mullf 00046 | 176 | 00237 | 00024 54 00148 | 0,0045 00125 | 1379023188 |  3.155.374.000 |
60 |Lahe Rahaden 1.220 594 968 |MAIL ] 5 | 555756000 L .h|~.~|u.l 0,0081 | 0,0020 8 0.0077 0.0027 176 00237 | 00024 52 0,0141 0004z | 00113 | :..._ 782182 2875.143 000
61 [lahel  [Muaraear 1220 594,968 |BERKEMBANG 5 555756000 | 75 | 00080 0.0020 35 00096 | 000l | 170 | 0028 | 00023 2 | o0 0,0043 00119 1315.944.130 | 3592 254 000
62 [Lanei _ |Haagandang | 1220594.368 [BERKEMBANG | S sss7s6000) 0 | 730 00081 | 00020 41 00113 | 00040 | 171 | 00230 | 00023 48 00130 | 00035| 00122 1.344.735.972 2 800.327.000
| 63 [taner  leacemgan |  12J0594968 |BERKEMBANG 5 | sssyseoo0] | 76 | oooso | ooozo | 42 | o016 | 00041 [ 413 | opsse | ooose | 51 | o013 [oooaaf 00158 | 1740855381 | @ 3117.200000
64 Juane  lWuungnep | 1200504968 [ERKEMAANG | 7 | 555756000 S B o007 1 008 | 57 00157 | aooss [ 179 | oozs | oooza | a7 Q0537 10,0058 oowsy | 1861016921  3.800077.000
65 [tewshbou  JuegNew | 1aosesssimau ] 8 | sssrseoco] ] e8| ooom 00023 | 27 0.0074 | 00026 | 189 H. 00256 | opo2s | a8 00131 | 0003 | 0014 | 1254479486 2980833000
66 | Teweh Baru Satiuh 1 vi00sa. Sov oo [ b | esisoso]  sooooo] ASte 00169 | oooaz | 28 | 00077 |_v QESIT . S | uatsy | om06 1 M| 00053 HPE: 00103 | 1136712160 326988000
67 [TewenBarw  [Waak | 1084442968 [ManDIR B | 691908000| 50000000 3536 00395 | 00099 70 00193 | 0.0068 12| oo | 00002 38 0010¢ | 0,0031 00199 | 219589335 3542.244.000 |
68 |TewenBaru  |Malawasen | :..uhi.a\%\?go@ R 606,156 000 50.000.000 [ 2586 00289 | 00072 | 53 | om4es | ooos1 | 28 00038 | 00004 29 | ogor | 00023 00150 | 1659980842 3136331000
69 |Teweh Baru Sikul o 1170194568 [MANDIRI | B | 606156000 | 50000000 | 1650 0.0296 H 00078 | 43 00119 | 00041 140 0,0189 00019 | 23 [ 00064 | 00019 50153 q 1.692.987.006 | 3 169.337 000
|70 |rewengarw Panaen Bl 1.220594.968 MAIL 5 555,756.000 | 515 0oos? | ooo1a | 20 | o0o0ss | 00019 [ 37 | 00050 | 00005 37 00102 | 0,003 0,0069 | 764.500.306 |  3231476.000 |
71 [TewenBaru  [uangBuan 1.220.594.968 |BERKEMBANG _ s | sssweooo] ] asa | ooost | ooms [ 35 0009 | 00034 | 149 | 00200 | 00020 16 Do12¢  |oooss| o014 | 1.151850863] 297820000
|72 |Teweh Baru Gandring 1220594.968 BERKEMBANG [ 7 | 555756000 HV 504 0,005 | 0,0014 6 | 00044 | 0oms [ SO Jmio 0067 gooe7 | & | omu L 00034 |  0OO7TC T /70515856 | 2547.264000 |
73 |TewehSelatan  |Trahean  1.220594.968 [MANDIRI 6 | 555756000| 50000000 M9 | 00133 H 0,0033 7 00102 | 00036 19 | oooes | op003 29 00080 | 0,0024 0,0096 " 1.054.571 592 2 780.921.000
— 74 [VewehSsimteniJTrifsing 1.220.594.968 |MANDIRI 3 555.756.000 50.000000 | 1587 00177 | 00044 34 00094 | 00033 34 00126 | 00013 | 43 00118 | 0,0035 0.0125 1.378.585 623 2 954 540,000 |
_ 75 [Teweh Selaan _[Bintang Ningg | 1 100.642.968 |MANDIRI | s | esioeoo0| soooocco| 1759 | o096 | 00049 30 00083 | 00029 | 18 00024 | 00002 6 0,009 | 0,0030 00110 1.215 585 334 290813 000 |
76 | Tewen Seiatan |Bintang Ningg I 1220504 958 | MANDIRI 5 555756000 s0000000| 1321 | 00147 | 00037 | 34 00094 | 00033 17| 00023 | 00002 a1 00111 | 00033 0.0185 1.160.723.005 2987073000 |
77 [Tewehseiatan  |Butorg | 1220594968 [manoiki 7 555756000 |  so000000 | 1326 | ogies | 00037 7 0.0074 | 0.0026 : 0.0002 | 00000 32 | 00087 | 00026 00089 984 526 722 3 101,561,000 |
78 TewenSeaan |BumokBars | 1220504968 |MANDRI 6 | 85756000 | so000000| 912 00102 | 00025 | 26 | 0072 | 00oas | 2 | 00002 | 00000 N oows | ooo2| ooma | soreisen| srmaoekooo ]
79 [Teweh Seiatan _[Bukit Sawit | 1170194968 [manoim 6 606,156,000 50000000 | 4061 | 00453 | ool | a1 I TNE n+|o35 1\1@ | o35 | o013 2 00070 [ 002 00187 2.066.571.236 3952321000
_ B0 [TewenSelatan |Tawaniaya | 1220594968 (MANDRI | B | 555756000 50.000.000 [ 1374 0,0153 0,0038 3 | 00085 | 00030 | | 0 | osooo | 00000 | 33 | oooss | 00027 0,0095 | toseeis2ia| 2722970000
| 81 [TewehSeatan |PandranRaya | 1120594868 |MANDIRI 6 | sss7seooo| sooooooc| 667 | oooze | ooois 27 DB:H%‘W | 9 | o001 | op001 a2 00114 | 0,0034 0,0080 MT 8529573731 3150308000
B2 |TewehSelatan |PandranPerma | 1220594968 MANDIRI | 5 555756000 | 50.000000 | 1083 [ pon? 0,0029 20 000ss | 00019 | 31 | oomas | oooc2 [ 41 ] 00112 | 00033 00084 922972656 | 2 749323.000 |
83 [Latei Barat Nihan Hillr 1.170 194.968 |MAIL | 8 606156000 | 7 | omw 00059 | 29 00080 | 00028 | 19 | 0002 | 0,0003 ﬁ 29 | ocoors |Dooxe| 00114 _1.252.288.467 wuaos‘g
B4 |Lahei Barat Nihan Huly - 1220 594.968 |BERKEMBANG ! __%55.756.000 R 245 | 00027 | 00007 [ SO | 00138 | 0.0048 .|_$. | co2e | 00023 3 | o008 | 00029 00106 1.173.457 650 2 fa!.x s_u|on
| 8BS  [Lahei Barat Luwe Hilis ) 1.220.594.968 |BERKEMBANG 5 555 756,000 - 517 £.0058 0,0014 38 00108 | 00038 | 168 00126 | 00023 35 0,009 | 0,0029 0,0104 1.142 039 668 3459015000
86 [Lohel Barar Luwe Hulu B 1.220.594.968 |MAIU 6 555.756.000 ) T maz 00203 | 0.0051 55 00152 | 00053 | 98 00132 | poors [ 34 0,009? | 0.0028 0.0145 1596967573 | 3223310000 |
87 [LaneiBarat  |langrangBaru | 1220504968 [BERKEMBANG | 5 |  sss756000| + 1019 00116 | 00028 | 50 | o013 | ooode | 216 | 00290 | 00029 | Im..l.# 00092 | 00028 00133 1.471.354 269 3 247.704.000 |
88 |iane Barat  |langkang Lama 1220594968 [BERKFMAANG | 1 | 8% 756000 | o 133 00015 | 0,0004 34 | onoosa | oDoo33 | 158 | 00212 | 00021 | S0 | 0013 0,0041 00098 .IWI-J 084.095 676 | \NEF.EJ
89 [Lane: Barat Papar Pujung 1.220 594968 | ML 5 | sss756000] T 105 | oo3s | oooss | 62 00171 | 0060 | 198 | 00266 | 00027 B _ | ooi0n Jooot] ocist | 16635313661 3039881000
_ 90 |uneimarat ek Malews | 1220594968 [BERKEMBANG 5 555 756.000 w 902 oot | 00025 a8 | 00132 | 0004 178 ﬁ 00235 | 0004 [ 38 00104 | 00031 0.0127 1396362025 | 3172712000
|91 |(ahe Barat Benac Hille 1220.594.968 |MAIU 1 s | ses7seooo] | 1am9 oois6 | 00042 | 60 | oois | 00058 | 194 L8 o261 | 00026 | 13 00089 | 00027 00152 1679.727.846 | 3256078000 |
|92 [lahe: Barar Benao Huly 1220.594.968 [BERKEMBANG | 6 555.756.000 | | 1148 opus | ooosz | 29 | "~ oo0so | 00028 | 186 | 00250 | 00025 | 35 00095 | 00029 00114 1253046121 | 3029351000 |
93 |lahe: Barat Karamuan 1.220.594.968 |BERKEMBANG 6 555.756.000 1036 c,0116 | 00029 20 00055 | ooo19 | 198 | 00266 | 00027 41 00113 [ 0,0034 0,0109 1198 254 000 | 3124 604.00C
Total Alokasi Dana Desa 111.974.460.000 53.485.380.000 | 1.750.000.000 | 89618 10000 | 02500 | 3627 10000 | 0,3500 | 7.426558] 10000 | 01000 | 3.66529 1,0000 | 0,3000 1] 110306560000 | 277516408000 |
i “yotaL 277.516.408.000 |
Kontrol Penghitungan \; Bobot
PoguMoasiDanaDess | 275766400000 = i)
|Pagu Alokay Kinerja I ...mr..gog LW 10%
Hasil Hitung Pagu Alokasi Dana Desa 277.516.400.000 ke s
Pagy Alotas Dana Des b St utara | 275,765 40000 BUPATI BARITO UTARA,
Hasil Perhitungan Pagu Alokas! Dana Desa 22.281.020.000 |
ADD MINIMUM - Siitap dan Tunjangan 111974.460.000 _
Hasi Hitung Alokasi Dasar Kab Barito Utard 111974 460,000 | TTD
Pagu Alokasi Dana Kadus 259.200 000
S e e | i | estzi Dengan
Hasil Hitung Kadus, Sitap dan Tunjangan | 53.744 580.000 AT AR ITTTRT ,.n.utﬂ._.%
| Pagu Alokasi Formula Kab 40% 110 306 560.000 ARERLELE AR s
s ihung Nkan P 40% —f imcsoon| SHALAHUDDIN
—EBE: Desa - B - -




LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA

NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN PENETAPAN RINCIAN
DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

RINCIAN ALOKASI DANA DESA
DI KABUPATEN BARITO UTARA

TAHUN 2026
Si Pembagian di Kurang Jumlah Siltap,
No. | Kecamatan/ Desa S gl:::m Desh #:::‘;::;:r:h;ﬁr; Tuﬂjangan dan %perasional 0
Operasional .
Tahap | 60 % Tahap 11 40 %
1 2 3 4 5 (3) - (4) *60% 6 (3) - (4) *40%
I _Kecamatan Teweh Tengah
1 |Lemo | 3.268.519.000 777.660.000 1.494.515.400 996.343.600
2 |Lemo 11 3.866.615.000 691.908.000 1.904.824.200 1.269.882.800
3 |Pendreh 3.252.644.000 691.908.000 1.536.441.600 1.024.294.400
4 |Rimba San 2.574.140.000 555.756.000 1.211.030.400 807.353.600
5 |Sei Rahayu | 2.674.620.000 555.756.000 1.271.318.400 847.545.600
6 |Sei Rahayu Il 3.246.455.000 555.756.000 1.614.419.400 1.076.279.600
7 |Beringin Raya 3.119.922.000 555.756.000 1.538.499.600 1.025.666.400
8 [Datai Nirui 2.819.176.000 555.756.000 1.358.052.000 905.368.000
JUMLAH 24.822.091.000 4.940.256.000 11.929.101.000 7.952.734.000
Il Kecamatan Teweh Baru
1 |Liang Naga 2.980.830.000 555.756.000 1.455.044.400 970.029.600
2 [Sabuh 3.269.888.000 691.908.000 1.546.788.000 1.031.192.000
3 |Hajak 3.522.244.000 691.908.000 1.698.201.600 1.132.134.400
4 Malawaken 3.136.331.000 606.156.000 1.518.105.000 1.012.070.000
5 |Sikui 3.169.337.000 606.156.000 1.537.908.600 1.025.272.400
6 |Panaen 3.231.476.000 555.756.000 1.605.432.000 1.070.288.000
7 |Liang Buah 2.928.201.000 555.756.000 1.423.467.000 948.978.000
8 |Gandring 2.547.266.000 555.756.000 1.194 .906.000 796.604.000
JUMLAH 24.785.573.000 4.819.152.000 11.979.852.600 7.986.568.400
11l Kecamatan Teweh Selatan
1 |Trahean 2.780.922.000 555.756.000 1.335.099.600 890.066.400
2 [Trinsing 2.954.940.000 555.756.000 1.439.510.400 959.673.600
3 |Bintang Ninggi | 2.908.136.000 691.908.000 1.329.736.800 886.491.200
4 |Bintang Ninggi Il 2.987.073.000 555.756.000 1.458.790.200 972.526.800
S |Butong 3.101.502.000 555.756.000 1.527.447.600 1.018.298.400
6 |Buntok Baru 2.733.966.000 555.756.000 1.306.926.000 871.284.000
7 |Bukit Sawit 3.992.922.000 606.156.000 2.032.059.600 1.354.706.400
8 [Tawan Jaya 2.722.970.000 555.756.000 1.300.328.400 866.885.600
9 |Pandran Raya 3.159.308.000 555.756.000 1.562.131.200 1.041.420.800
10 |Pandran Permai 2.749.323.000 555.756.000 1.316.140.200 877.426.800
JUMLAH 30.091.062.000 5.744.112.000 14.608.170.000 9.738.780.000
IV Kecamatan Lahei
1 |Ipu 2.966.277.000 555.756.000 1.446.312.600 964.208.400
2 |Mukut 3.242.305.000 555.756.000 1.611.929.400 1.074.619.600
3 |Muara Bakah 3.294.759.000 555.756.000 1.643.401.800 1.095.601.200
4 [Juju Baru 3.499.829.000 555.756.000 1.766.443.800 1.177.629.200
5 |Muara Inu 2.815.044.000 606.156.000 1.325.332.800 883.555.200
6 |Bengahon 3.155.374.000 555.756.000 1.559.770.800 1.039.847.200
7 |Rahaden 2.875.143.000 555.756.000 1.391.632.200 927.754.800
8 |Muara Pan 3.592.295.000 555.756.000 1.821.923.400 1.214.615.600
9 [Haragandang 2.800.327.000 555.756.000 1.346.742.600 897.828.400
10 |Karendan 3.117.206.000 555.756.000 1.536.870.000 1.024.580.000
11 |Hurung Enep 3.604.077.000 555.756.000 1.828.992.600 1.219.328.400
JUMLAH 34.962.636.000 6.163.716.000 17.279.352.000 11.519.568.000




Jumlah Alokasi Dana

Jumlah Siltap,

Pembagian di Kurang Jumlah Siltap,

No. | Kecamatan/ Desa ticaa Tunjanga}n dan Tunjangan dan Operasional
Operasional
Tahap [ 60 % Tahap 11 40 %
1 2 3 4 5 (3) - (4) *60% 6 (3) - (4) *40%
V Kecamatan Lahei Barat
1 [Nihan Hilir 2.878.639.000 606.156.000 1.363.489.800 908.993.200
2 (Nihan Hulu 2.949.803.000 555.756.000 1.436.428.200 957.618.800
3 |Luwe Hilir 3.459.015.000 555.756.000 1.741.955.400 1.161.303.600
4 |Luwe Hulu 3.223.318.000 555.756.000 1.600.537.200 1.067.024.800
5 |Jangkang Baru 3.247.705.000 555.756.000 1.615.169.400 1.076.779.600
6 |Jangkang Lama 3.110.446.000 555.756.000 1.532.814.000 1.021.876.000
7 |Papar Pujung 3.039.882.000 555.756.000 1.490.475.600 993.650.400
8 |Teluk Malewai 3.172.712.000 555.756.000 1.570.173.600 1.046.782.400
9 [Benao Hilir 3.256.078.000 555.756.000 1.620.193.200 1.080.128.800
10 [Benao Hulu 3.029.397.000 555.756.000 1.484.184.600 989 456.400
11 |Karamuan 3.124.604.000 555.756.000 1.541.308.800 1.027.539.200
JUMLAH 34.491.599.000 6.163.716.000 16.996.729.800 11.331.153.200
VI Kecamatan Teweh Timur
1 [Sampirang | 3.234.359.000 555.756.000 1.607.161.800 1.071.441.200
2 |Sampirang Il 2.954.239.000 555.756.000 1.439.089.800 959.393.200
3 |Liju 3.236.960.000 555.756.000 1.608.722.400 1.072.481.600
4 |Benangin 11 3.241.884.000 555.756.000 1.611.676.800 1.074.451.200
5 [Benangin 1 2.697.602.000 555.756.000 1.285.107.600 856.738.400
6 |Benangin V 3.024.325.000 555.756.000 1.481.141.400 987.427.600
7 |Benangin | 3.390.458.000 606.156.000 1.670.581.200 1.113.720.800
8 [Muara Wakat 2.728.824.000 555.756.000 1.303.840.800 869.227.200
9 |\Mampuak | 3.676.633.000 555.756.000 1.872.526.200 1.248.350.800
10 |Jamut 2.895.205.000 555.756.000 1.403.669.400 935.779.600
11 |Sei Liju 3.180.782.000 555.756.000 1.575.015.600 1.050.010.400
12 {Mampuak Il 3.344.187.000 555.756.000 1.673.058.600 1.115.372.400
JUMLAH 37.605.458.000 6.719.472.000 18.531.591.600 12.354.394.400
VIl Kecamatan Gunung Timang
1 |{Malungai 2.947.458.000 555.756.000 1.435.021.200 956.680.800
2 |Rarawa 2.585.067.000 555.756.000 1.217.586.600 811.724.400
3 |Ketapang 2.605.626.000 555.756.000 1.229.922.000 819.948.000
4 |Walur 2.758.423.000 555.756.000 1.321.600.200 881.066.800
5 |Bahtu 3.265.661.000 555.756.000 1.625.943.000 1.083.962.000
6 [Majangkan 2.650.803.000 555.756.000 1.257.028.200 838.018.800
7 |Kandui 3.585.840.000 691.908.000 1.736.359.200 1.157.572.800
8 |Payang Ara 2.805.989.000 555.756.000 1.350.139.800 900.093.200
9 |Jaman 3.474.955.000 555.756.000 1.751.519.400 1.167.679.600
10 |Pelan 2.746.494.000 555.756.000 1.314.442.800 876.295.200
11 |Sangkorang 3.276.137.000 555.756.000 1.632.228.600 1.088.152.400
12 [Siwau 2.745.257.000 555.756.000 1.313.700.600 875.800.400
13 |Tongka 2.923.967.000 691.908.000 1.339.235.400 892.823.600
14 [Batu Raya I 3.621.837.000 777.660.000 1.706.506.200 1.137.670.800
15 |Batu Raya Il 3.190.843.000 555.756.000 1.581.052.200 1.054.034.800
16 |Tapen Rava 2.606.552.000 555.756.000 1.230.477.600 820.318.400
JUMLAH 47.790.909.000 9.386.304.000 23.042.763.000 15.361.842.000
VIl Kecamatan Gunung Purei
1 |Tanjung Harapan 3.101.124.000 555.756.000 1.527.220.800 1.018.147.200
2 |Linon Besi | 2.262.869.000 555.756.000 1.024.267.800 682.845.200
3 |Linon Besi Il 2.140.423.000 555.756.000 950.800.200 633.866.800
4 [Muara Mea 2.589.143.000 555.756.000 1.220.032.200 813.354.800
5 |Lawarang 2.210.173.000 606.156.000 962.410.200 641.606.800
6 |Lampeong | 2.385.228.000 555.756.000 1.097.683.200 731.788.800
7 |Lampeong Il 2.509.121.000 555.756.000 1.172.019.000 781.346.000
8 |Payang 2.481.456.000 555.756.000 1.155.420.000 770.280.000
9 |Berong 2.334.949.000 555.756.000 1.067.515.800 711.677.200
10 {Baok 2.257.962.000 555.756.000 1.021.323.600 680.882.400
11 [Tambaba 2.266.931.000 555.756.000 1.026.705.000 684.470.000
JUMLAH 26.539.379.000 6.163.716.000 12.225.397.800 8.150.265.200




) i Pembagian di Kurang Jumlah Silt
No. | Kecamatan/ Desa Juinh gl::;as‘ Dans i:r:?:l:las:?in Tl;gr:jangan daan t(;)p::rl:s?onall g
Operasional
Tahap | 60 % Tahap 11 40 %
1 2 3 - 5 (3) - (4) *60% 6 (3) - (4) *40%
IX Kecamatan Montallat

1 |Sikan 2.929.157.000 606.156.000 1.393.800.600 929,200.400
2 |Rubei 2.483.335.000 555.756.000 1.156.547 400 771.031.600
3 |Pepas 2.827.209.000 555.756.000 1.362.871.800 908.581.200
4 |Ruj 2.585.684.000 555.756.000 1.217.956.800 811.971.200
5 |Paring Lahung 2.958.883.000 555.756.000 1.441.876.200 961.250.800
6 |Kamawen 2.643.425.000 555.756.000 1.252.601.400 835.067.600
JUMLAH 16.427.693.000 3.384.936.000 7.825.654.200 5.217.102.800
TOTAL 277.516.400.000 53.485.380.000 134.418.612.000 89.612.408.000
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LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI BARITO
UTARA NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN
PENETAPAN RINCIAN DAN
PENGGUNAAN ALOKASI DANA
DESA TAHUN ANGGARAN 2026

DAFTAR KEGIATAN BIDANG PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN

ANGGARAN 2026

[. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berisi sub bidang dan
kegiatan yang digunakan untuk mendukung terselenggaranya fungsi
pemerintahan desa yang mencakup:
Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan
dan Operasional Pemerintahan Desa:

a)

b)

d)

1)
2)
3)

4)

-

S)
6)

7)

penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa ;
penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa;
penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat
Desa;

penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium
PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian
dinas/atribut, listrik/telpon, dll);

penyediaan Tunjangan BPD;

penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat ATK, makan- minum);
dan

perlengkapan perkantoran, pakaian seragam, perjalanan dinas,
listrik/telpon, dll).

Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa:

1)
2)

90)
91)

93)

pemeliharaan gedung/prasarana kantor Desa; dan
pembangunan/rehabilitasi/peningkatan gedung/prasarana
kantor Desa.

penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan dan
Pemberian kendaraan roda 2 maksimal 3 unit;

penyediaan sarana (aset tetap) Pembelian mobil roda 4 dengan
jenis Ambulance maksimal 1 unit;

penyediaan sarana (aset tetap) Pembelian mobil roda 4 dengan
jenis Pickap maksimal 1 unit.

Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik
dan Kearsipan:

1)
2)

3)
4)

S)

pelayanan administrasi umum dan kependudukan (surat
pengantar/pelayanan ktp, akta kelahiran, kartu keluarga, dll);
penyusunan/pendataan/pemutakhiran  profili Desa (profil
kependudukan dan potensi Desa);

pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan Desa;
penyuluhan dan penyadaran masyarakat tentang kependudukan
dan pencatatan sipil; dan

pemetaan dan analisis kemiskinan desa secara partisipatif.

Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan
Pelaporan:



1)

2)
3)

4)

6)

7)

8)
9)

10)

11)

penyelenggaraan musyawarah perencanaan desa/ pembahasan
APBDes (musdes, musrenbangdes/pra- musrenbangdes, dll.,
bersifat reguler);

penyelenggaraan musyawarah desa lainnya (musdus, rembug
warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan Desal);
penyusunan dokumen perencanaan desa (RPJMDes/RKPDes,
dll);

penyusunan dokumen keuangan Desa (APBDes/ APBDes
perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait);
pengelolaan/administrasi/inventarisasi/penilaian aset desa;
penyusunan kebijakan desa (Perdes/Perkades, dll- di luar
dokumen rencana pembangunan/keuangan);

Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan
akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran,
informasi kepada masyarakat);

pengembangan Sistem Informasi Desa;

koordinasi/kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan
Pembangunan Desa (antar desa/kecamatan/kabupaten, pihak
ketiga, dll);

Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan
Kepala Kewilayahan/Kepala Dusun/Perangkat Desa dan
Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa); dan
Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman
kontingen dalam mengikuti Lomba Desa.

e) Sub Bidang Pertanahan;

1)
2)

3)
4)

-

9)

sertifikasi tanah kas Desa;

administrasi pertanahan (pendaftaran tanah, dan pemberian
registrasi agenda pertanahan);

mediasi konflik pertanahan;

penyuluhan pertanahan administrasi Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB); dan

penentuan/penegasan/pembangunan batas/patok tanah Desa.

[I. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
1. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa berisi sub bidang dan kegiatan
dalam pembangunan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan lain-
lain. Pembangunan tidak berarti hanya pembangunan secara fisik akan
tetapi juga terkait dengan pembangunan non fisik seperti pengembangan
dan pembinaan
a) Sub Bidang Pendidikan:

1)

2)
3)

penyelenggaraan  PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah  Non-
Formal Milik Desa (bantuan honor pengajar, pakaian seragam,
operasional, dst);

dukungan penyelenggaraan PAUD (APE, sarana PAUD, dst);
penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat
pemeliharaan sarana dan prasarana perpustakaan/taman
bacaan desa/ sanggar belajar milik desa pemeliharaan sarana

dan prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal
Milik Desa;



b)

7)
8)

pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengadaan sarana /
prasarana /Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/
TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa;
pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan sarana prasarana
perpustakaan/taman bacaan desa / sanggar belajar milik desa;
pengelolaan perpustakaan milik desa (pengadaan buku-buku
bacaan, honor penjaga untuk perpustakaan/taman bacaan
desa);

pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar; dan
dukungan pendidikan bagi siswa miskin /berprestasi.

Sub Bidang Kesehatan:

1)

2)
3)

4)
5)
6)
7)

8)

9)

penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa
(obat-obatan; tambahan insentif bidan desa/perawat desa;
penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga
miskin, dst);

penyelenggaraan Posyandu (makanan tambahan, kelas ibu
hamil, kelas lansia, insentif kader Posyandul);

penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan (untuk masyarakat,
tenaga kesehatan, kader kesehatan, dll);

penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan

pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat Desa;
pengasuhan bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB);
pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
pemeliharaan sarana / prasarana Posyandu /Polindes /PKD;
dan

pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/ pengadaan sarana
/prasarana Posyandu/Polindes/PKD.

Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang:

1)
2)
3)
4)
S)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

13)

pemeliharaan jalan Desa;

pemeliharaan jalan lingkungan permukiman/gang;

pemeliharaan jalan usaha tani;

pemeliharaan jembatan milik Desa;

pemeliharaan prasarana jalan desa (gorong-gorong, selokan,
box/slab culvert, drainase, prasarana jalan lain);

pemeliharaan gedung/prasarana balai desa/balai
kemasyarakatan,;

pemeliharaan pemakaman milik desa/situs bersejarah milik
desa/ petilasan milik;

pemeliharaan embung milik desa;

pemeliharaan monumen/gapura/batas Desa;

pembangunan /rehabilitasi /peningkatan / pengerasan jalan
Desa;

pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan
lingkungan permukiman/gang;

pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan /pengerasan jalan usaha
tani;

pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jembatan
milik Desa;



d)

h

14)

15)
16)
17)
18)

19)
20)

pembangunan/rehabilitasi/peningkatan prasarana jalan desa
(gorong-gorong, selokan, box/slab culvert, drainase, prasarana
jalan lain);

pembangunan/rehabilitasi/peningkatan balai Desa/balai
kemasyarakatan;

pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pemakaman milik
desa/situs bersejarah milik desa/petilasan;
pembuatan/pemutakhiran peta wilayah dan sosial Desa;
penyusunan dokumen perencanaan tata ruang Desa;
pembangunan/rehabilitasi/peningkatan embung Desa; dan
pembangunan/rehabilitasi/peningkatan monumen/gapura/
batas Desa.

Sub Bidang Kawasan Permukiman:

1)

2)
3)

4)

5)

6)
7)

8)
9)
10)
11)
12)

13)

14)
15)
16)

17)

dukungan pelaksanaan program pembangunan/rehab Rumah
Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll);
pemeliharaan sumur resapan milik desa;

pemeliharaan sumber air bersih milik Desa (mata air/tandon
penampungan air hujan/sumur bor, dll);

pemeliharaan sambungan air bersih ke rumah tangga
(pipanisasi, dll);

pemeliharaan sanitasi permukiman (gorong-gorong, selokan,
parit, dll., di luar prasarana jalan);

pemeliharaan fasilitas jamban umum/MCK umum, dll
pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah Desa/
permukiman (penampungan, bank sampah, dll);

pemeliharaan sistem pembuangan air limbah (drainase, air
limbah rumah tangga);

pemeliharaan taman/taman bermain anak milik Desa:
pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sumur resapan;
pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sumber air bersih milik
desa (mata air/tandon penampungan air hujan/sumur bor, dll);
pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih
ke rumah tangga (pipanisasi, dll);

pembangunan /rehabilitasi/peningkatan sanitasi
permukiman (gorong-gorong, selokan, parit, dll.,, di luar
prasarana jalan);

pembangunan/rehabilitas / peningkatan fasilitas jamban
umum/MCK umum, dll;

pembangunan/rehabilitasi/peningkatan fasilitas pengelolaan
sampah desa/permukiman (penampungan, bank sampah, dll);
pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sistem pembuangan air
limbah (drainase, air limbah rumah tangga); dan
pembangunan/rehabilitasi/peningkatan taman/taman bermain
anak milik Desa.

Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup

1)
2)

pengelolaan hutan milik Desa; dan

pengelolaan lingkungan hidup desa pelatihan/ sosialisasi/
penyuluhan/penyadaran tentang lingkungan hidup dan
kehutanan.

Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika;



g)

h)

1) pembuatan rambu-rambu di jalan Desa;

2) penyelenggaraan informasi publik desa (misal: pembuatan
poster/baliho informasi penetapan/LPJ APBDes untuk warga,
dll); dan

3) pengelolaan dan pembuatan jaringan/instalasi komunikasi dan
informasi lokal Desa.

Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral:

1) pemeliharaan sarana dan prasarana energi alternatif tingkat
Desa; dan

2) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana
energi alternatif tingkat Desa.

Sub Bidang Pariwisata:

1) pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata milik Desa;

2) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana
pariwisata milik Desa; dan

3) pengembangan pariwisata tingkat Desa.

BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA

1. Bidang pembinaan kemasyarakatan berisi sub bidang dan kegiatan untuk
meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat /Lembaga
kemasyarakatan Desa yang mendukung proses pembangunan desa yang
mencakup:

a)

b)

Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan
Masyarakat:

1) pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan desa (pembangunan
pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/ patroli dll);

2) penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga
keamanan /ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa);

3) koordinasi  pembinaan  Kketenteraman, Kketertiban, dan
pelindungan masyarakat (dengan masyarakat/instansi
pemerintah daerah, dll) skala lokal Desa;

4) pelatihan kesiapsiagaan/tanggap bencana skala lokal;

S) desa penyediaan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal Desa;

6) bantuan hukum untuk aparatur desa dan masyarakat miskin;
dan

7)  pelatihan/penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat di bidang
hukum dan pelindungan Masyarakat.

Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan:

1)  pembinaan group kesenian dan kebudayaan tingkat Desa;

2) pengiriman kontingen group kesenian dan kebudayaan sebagai
wakil desa di tingkat kecamatan dan kabupaten;

3) penyelenggaraan festival kesenian, adat/kebudayaan, dan
keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan,
dll) tingkat Desa;

4) pemeliharaan sarana dan prasarana kebudayaan/rumah
adat/keagamaan milik Desa; dan

5) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana
kebudayaan/rumah adat/keagamaan milik Desa.

Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga:



1)

2)

3)

4)

pengiriman kontingen kepemudaan dan olah raga sebagai wakil
desa di tingkat kecamatan dan Kabupaten;

penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (kepemudaan,
penyadaraan wawasan kebangsaan, dll) tingkat Desa;
penyelenggaraan festival/lomba kepemudaan dan olah raga
tingkat desa pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan
dan olah raga milik Desa; dan
pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan
prasarana kepemudaan dan olah raga milik Desa pembinaan
karang taruna/klub kepemudaan/klub olah raga.

d) Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat:

1)
2)
3)
4)

pembinaan lembaga adat;

pembinaan LKMD/LPM/LPMD;

pembinaan PKK; dan

pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan.

/.BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
Bidang Pemberdayaan Masyarakat mencakup sub-bidang dan kegiatan
vang diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas masyarakat
dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang mencakup:
a) Sub Bidang Perikanan:

y
2)
3)

4)

5)
6)

Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa;
Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa;
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam
Perikanan Darat Milik Desa;
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan
Sungai/Kecil Milik Desa;

Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst); dan
Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk
Perikanan Darat/Nelayan.

b) Sub Bidang Pertanian dan Peternakan:

1)

2)

3)
4)

-

o)

90)

peningkatan produksi tanaman pangan (alat produksi dan
pengolahan pertanian, penggilingan padi/jagung, dll;
peningkatan produksi peternakan (alat produksi dan
pengolahan peternakan, kandang, dan alat berat);

penguatan ketahanan pangan tingkat desa (lumbung Desa, dll);
pemeliharan saluran irigasi tersier /sederhana; dan
pelatihan/bimtek /pengenalan tekonologi tepat guna untuk
pertanian/peternakan;

peningkatan produksi alat pertanian (exvator mini, tractor
tangan, tractor roda empat, bajak plow, rotary tillen.

¢) Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa:

1)
2)
3)

peningkatan kapasitas kepala Desa;
peningkatan kapasitas perangkat Desa; dan
peningkatan kapasitas BPD.

d. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan
Keluarga:

1)

pelatihan/penyuluhan pemberdayaan perempuan;



2) pelatihan/penyuluhan perlindungan anak; pencegahan dan
pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika
dan prekursor narkotika (P4GN - PN); dan

3) pelatihan dan penguatan penyandang difabel (penyandang
disabilitas).

e) Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM):

1) pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM;

2) pengembangan sarana prasarana usaha mikro, kecil dan
menengah serta koperasi; dan

3) pengadaan teknologi tepat guna untuk pengembangan ekonomi
pedesaan nonpertanian.

f) Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal:

1) pembentukan BUM Desa (persiapan dan pembentukan awal
BUM Desa); dan

2) pelatihan pengelolaan bum desa (pelatihan yang dilaksanakan
oleh Desa).

g) Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian:
1) pemeliharaan pasar Desa/kios milik desa;
2) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pasar Desa/kios milik

Desa;

3) pengembangan industri kecil level Desa; dan

4) pembentukan/fasilitasi/pelatihan/pendampingan kelompok
usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah
tangga, dll).

V. BIDANG PENAGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT, DAN
MENDESAK
Bidang Penanggulan Bencana, Keadaan Darurat, dan mendesak meliputi
beberapa sub bidang diantaranya:
a) Sub Bidang Penanggulangan Bencana:
1) Kegiatan Penanggulanan Bencana.
b) Sub Bidang Keadaan Darurat:
1) Kegiatan Keadaan Darurat.

c¢) Sub Bidang keadaan Mendesak:
1) Kegiatan keadaan Mendesak.

BUPATI BARITO UTARA
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